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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah

BPHTB - Pengurangan BPHTB (WP Badan yang menguasai lahan
selain Hak Pengelolaan L ahan)

No. SK :

Per syar atan

—_

. Akta pendirian dan perubhahannya

. Surat pernyataan atau keterangan dari pejabat pemerintah setempat
. Keputusan Kanwil BPN mengenai pemberian HGB atau hak lainnya

. Bukti pembayaran BPHTB

. SPPT PBB tahun berjalan

o A WN

. Bukti pembayaran SPPT PBB 5 tahun terakhir

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan disertai dokumen kelengkapannya

2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Dihitung sejak dokumen terhitung lengkap.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NOP PBB P2

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 13:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah
Pengaduan Layanan

Layanan informasi Badan Pendapatan Daerah
Callcenter 1500-177

Email: callcenter.pajakdki@jakarta.go.id
Instagram: @humaspajakjakarta

Facebook : Humas Pajak Jakarta

Twitter: @HumasPajak]kt
Tiktok : @humaspajakjakarta
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